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Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1604);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASITUGAS DANFUNGSI SERTATATAKERJA DINAS
PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN.
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BAB 1
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud
adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

6. Disdikbud adalah unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Kutai
Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang pada Disdikbud.

8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam
susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum
jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang
ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10. Pendidikan Dasar adalahjenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun
pertama masa sekolah anak-anak.

11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil
Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga
yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu
pada standar nasional Pendidikan.
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12. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi pcscrta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan
fisik, erncsional.rnental, sosial, danl atau merniliki potensi kecerdasan dan
bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk
peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan
luar bias a dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan
pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

13. Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia.
meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat.

14. eagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda
eagar Budaya, Bangunan eagar Budaya, Struktur eagar Budaya, Situs
eagar Budaya, dan Kawasan eagar Budaya di darat danjatau di air yang
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, danj atau Kebudayaan melalui
proses penetapan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasa12

(1) Disdikbud merupakan urisur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Disdikbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas
Pendidikan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasa13

Susunan Organisasi Disdikbud, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, mebawahi:

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Kepegawaian;
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c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
terdiri atas:
1. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian;

dan
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas:
1. Seksi Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan Karakter dan Penilaian;

dan
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan Karakter dan Penilaian;

dan
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

f. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
1. Seksi eagar Budaya,Sejarah, Tradisi,kesenian dan Permuseuman; dan
2. Seksi Tenaga Kebudayaan;

g. Bidang Pernbinaan Ketenagaan, terdiri atas:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal; dan
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Bagan Struktur Organisasi Disdikbud sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasa14

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas yang meliputi;
a. penetapan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan sesuai

dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. perencanaan, pembinaan pengendalian kebijakan teknis di bidang

pendidikan dan Kebudayaan;
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c. perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian dan pengendalian
kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;

d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
teknis bidang pendidikan menengah;

e. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
teknis bidang pendidikan luar sekolah;

f. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang Kebudayaan;

g. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
teknis bidang pengembangan mutu pendidik tenaga kependidikan;

h. pembinaan penyelenggaraan urusan Kesekretariatan dinas;
1. pembinaan unit pelaksana Teknis Dinas; dan
J. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasa15

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rurnah tangga dan urusan ASN
kepada semua unsur dilingkungan Dinas.

(3) Dalam rangka rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5
pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan

anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar,
Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang
pendidikan dan Kebudayaan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;

c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sarna di bidang Pendidikan Anak Usia
Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;

d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Disdikbud;
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e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan
fasilitasi advokasi hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan
dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disdikbud;
g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Disdikbud;
h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang

pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta
pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi
pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, dan
Pendidikan Nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan
pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertarna serta
pendidikan khusus, fasilitasi pcngembangan karier pcndidik, penyiapan
bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan Pendidikan Anak
Usia Dini kerja sarna, sekolah dasar kerja sarna, dan sekolah menengah
pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugastugas
pembantuan lainnya;

l. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di
bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan
Nonformal, dan Kebudayaan;

J. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal, dan
Kebudayaan;

k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Disdikbud; dan
1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan

Disdikbud.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa16

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3
ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



BUPATIKUTAITIMUR
PROVINSIKALIMANTANTIMUR

-8-

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (lL
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik negara.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan

rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan

inventarisasi aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi

yang berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik

negarajDaerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Nonformal

Pasa17

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal Disdikbud.
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
menyelenggarakan fungsi;
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal;

b.pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan
Nonformal;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan
Nonformal;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal; dan

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
pra sarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan
Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.

Paragraf 1
Seksi Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan Karakter

dan Penilaian

Pasa18

(1) Seksi Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan Karakter dan Penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan Karakter dan Penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
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a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian Pendidikan Nonformal;

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat,
prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik dan Pendidikan
Nonformal;

e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan, pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik anak
usia dini dan Pendidikan Nonformal; dan

f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasa19

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas;
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
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d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana
prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan

e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Keernpat
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 10

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas: Melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan sekolah dasar dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi.
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

sekolah dasar;
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah dasar;

f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar; dan

h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
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Paragraf 1
Seksi Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan Karakter

dan Penilaian

Pasal 11

(1) Seksi Kurikulum,Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Kurikulum Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan
yang meliputi:
a. penyusunan Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;

b. penyusunan bahan penetapan Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan
Karakter dan Penilaian sekolah dasar;

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
sekolah dasar;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikuJum dan
penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;

e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan, pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta sekolah dasar;
dan

f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah
dasar.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasal 12

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimp in oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
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(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas;
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana

sekolah dasar;
c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

sekolah dasar;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan

prasarana sekolah dasar; dan
e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 13

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang sekolah menengah pertama pada Disdikbud.

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
pertama;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta pcscrta didik dan
pembangunan karakter sekolah mcnengah pertama;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah pertama;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
sekolah menengah pertama;
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e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
pertama.

Paragraf 1
Seksi Kurikulum, Peserta Didik,Pembangunan Karakter

dan Penilaian

Pasal 14

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam PasaI 3 ayat (1)
huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai
tugas;

a. penyusunan Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;

b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian
sekolah menengah pertama;

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kurikulum, Peserta
Didik,Pembangunan Karakter dan Penilaian sekolah menengah pertama;

d. penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;

e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan, pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta sekolah menengah
pertama; dan

f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah
pertama.
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Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Sarana

Pasal 15

(1)Seksi Kelembagaan dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2)Seksi Kelembagaan dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai
tugas:
a. penyusunan bah an perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan saran a prasarana

sekolah menengah pertama;
c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

satuan sekolah menengah pertarna;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana

prasarana sekolah menengah pertama; dan
e. pelaporan di bidang kelembagaan dan saran a prasarana sekolah

menengah pertama.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan

Pasal 16

(1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f
dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung pada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan Disdikbud.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Kebudayaan menyelenggarakan fungsi.
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

di bidang pengelolaan eagar budaya, pengelolaan museum kabupaten,
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
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b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

c. penyusunan bahan pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya
dalam daerah kabupaten;

d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
dalam daerah kabupaten;

e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya
dalam daerah kabupaten;

g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
h. penyusunan bahan penetapan eagar budaya dan pengelolaan eagar

budaya peringkat kabupaten;
1. penyusunan bahan penerbitan izin membawa eagar budaya ke luar

kabupaten;
J. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan eagar budaya,

pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

1. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelo1aan
eagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian; dan

m. pelaporan di bidang pengelolaan eagar budaya, pengelo1aan museum
kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
kornunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Paragraf 1
Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah,

Tradisi dan Kesenian

Pasal 17

(1) Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian
sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat (1)huruf f angka 1 dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.
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(2) Seksi eagar Budaya, Perrnuseurnan, Sejarah, Tradisi dan Kesenian
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), mempunyai tugas;
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

registrasi eagar budaya dan pelestarian eagar budaya, sejarah, tradisi,
pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga
adat serta permuseuman;

b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi eagar budaya dan
pelestarian eagar budaya;

e. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan Kesenian
d. penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, sejarah,

tradisi dan pemanfaatan museum;
e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi,

pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga
adat

f. penyusunan bahan penerbitan izin membawa eagar budaya ke luar
daerah kabupaten;

g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi eagar
budaya dan pelestarian eagar budaya, serta permuseuman; dan

h. pelaporan di bidang registrasi eagar budaya dan pelestarian eagar
budaya, serta permuseuman.

Paragraf 2
Seksi Tenaga Kebudayaan

Pasal 18

(1) Seksi Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai
tugas;
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan tenaga eagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan,
tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga Kebudayaan lainnya;

b. penyusunan bahan pembinaan tenaga eagar budaya dan permuseuman,
tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga
Kebudayaan lainnya;
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c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
tenaga eagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga
tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga Kebudayaan lainnya; dan

d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga eagar budaya dan permuseuman,
tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga
Kebudayaan lainnya,

Bagian Ketujuh
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 19

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas

(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas: Melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta
tenaga Kebudayaan pada Disdikbud.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi;
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan Pendidikan
Nonformal, serta tenaga Kebudayaan;

b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga
Kebudayaan;

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan Pendidikan Nonformal;

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan Pendidikan Nonformal;

e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam kabupaten;
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f. penyusunan bah an pembinaan di bidang tenaga eagar Budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan
tenaga Kebudayaan lairmya;

g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak: Usia Dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan Pendidikan Nonforrnal, serta
tenaga Kebudayaan; dan

h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan.

Paragraf 1
Seksi Pendidik dan Tenaga

Pasa120

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas;
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal;

b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal; dan

e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
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Paragraf 2
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Pasal 21

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama; dan

e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Kedelapan
UPTD

Pasal 22

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i adalah
merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Disdikbud yang mernpunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Disdikbud;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernbentukan, kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTDdiatur dengan Peraturan
Bupati.
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Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-rnasing.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal24

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
Disdikbud merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Disdikbud, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang,
Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-
masing.
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(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Disdikbud wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pirnpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(5) Sctiap pimpirian unsur organisasi di lingkungan Disdikbud wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(6) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan birnbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasa125

Kepala Disdikbud wajib bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan

inovasi pclayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reforrnasi birokrasi,

Bagian Kedua
Pelaporari

Pasa126

(1) Setiap pimpinan unsur orgamsasi
ketentuan dan bertanggung jawab
rnenyarnpaikan laporan.

(2) Kepala Sub Bagian dan seksi menyarnpaikan laporan kepada Sekretaris dan
Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris dan Kepala Bidang
menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada
Kepala sebagai bahan lebih lanjut untuk rnemberikan petunjuk kepada
bawahan.

pada Disdikbud wajib mernatuhi
kepada atasan langsung serta

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk rnemberikan petunjuk
kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada
disampaikan kepada unsur organisasi
rnernpunyai hubungan kerja.

atasan,
lain yang

ternbusan laporan
secara fungsional
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Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasa127

Dalam hal Kepala Disdikbud berhalangan, maka Kepala Disdikbud dapat
menunjuk Kepa.da.Sekretaris, dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan
memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BABV
KEPEGA WAIAN

Pasal 28

(1) Kepala Disdikbud adalah pejabat eselon lI/b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IlIIa dan Kepala Bidang eselon
III/b ataujabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan seksi adalah pejabat
eselon IV / a atau jabatan pengawas.

(2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III
atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan Disdikbud diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan unsur
memberikan pembinaan
perundang-undangan.

orgamsasi di
kepegawaian

lingkungan Disdikbud wajib
sesuai ketentuan peraturan

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasa129

Pernbiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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